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ABSTRACT

The purpose of this study is to be able to prove empirically the effect of tax avoidance on the
variables of the implementation of Good Corporate Governance, the Debt To Asset Ratio
variable and the Capital Intensity variable. The sample used in this study was obtained from
the purposive sampling method from manufacturing companies in the consumer goods industry
sector listed on the Indonesia Stock Exchange in the observation period from 2017 to 2019. The
samples obtained after conducting several tests were 39 research samples. This study uses
statistical analysis with the SPSS hypothesis testing method. The results of the study reveal that
the Good Corporate Governance variable, the Debt to Asset Ratio variable and the Capital
Intensity variable in manufacturing companies in the consumer goods industry sector have a
significant effect on tax avoidance.

Keywords: Good corporate governance, debt to asset ratio, capital intensity, earnings
management, tax avoidanc

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat membuktikan secara empiris efek penghindaran
pajak dari variabel penerapan Good Corporate Governance, variabel Debt To Asset Ratio dan
variabel Capital Intensity. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari metode
purposive sampling dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu pengamatan 2017 sampai dengan 2019. Sampel
yang diperoleh setelah melakukan beberapa pengujian yaitu 39 sampel penelitian. penelitian ini
menggunakan analisisis dengn metode statistic uji hipotesis SPSS. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa variable Good Corporate Governance, variable Debt to Asset Ratio dan
atas variable Capital Intensity pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi
berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Debt to Asset Ratio, Capital Intensity dan Tindakan
Penghindaran Pajak.
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PENDAHULUAN

Pajak adalah momok bagi semua kalangan masyarakat, sudah sering kita mendengar
wajib pajak yang melakukan berbagai cara dalam rangka mengurangi nilai pembayaran kepada
pemerintah. Prinsip ekonomi digunakan disini dalam rangka pembayaran pajak, sederhananya
seseorang akan berupaya mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan sekecil-
kecilnya. Begitu juga dalam hal membayar pajak, bagaimana seseorang mendapat penghasilan
sebesar-besarnya tetapi pajak yang harus dibayar sekecil-kecilnya. Tax avoidance yang
seseorang lakukan dalam hal ini wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak
badan dilakukan dengan cara terstruktur dan sistematis serta terencana dengan baik untuk dapat
menghindari pembayaran pajak dan pengurangan nilai pajak dengan menggunakan dan
memanfaatkan aturan-aturan perundangan perpajakan.

Seperti yang kita ketahui bersama, pajak adalah sesuatu berupa iuran yang di terima
oleh pemerintah yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional rutin pemerintah seperti
membayar gaji pegawai pemerintahan, membangun sarana dan prasarana, membangun
infrastruktur demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam pembangunan pasti
memerlukan biaya, salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan adalah pajak (Budi,
S dan Ajimat, 2019). Timbul permasalahan selanjutnya dimana disatu sisi pemerintah
membutuhkan setoran pajak, disisi lain wajib pajak berusaha melakukan penghindaran pajak.

Untuk itu diperlukan upaya pemerintah yang nyata untuk dapat mencapai target
penerimaan negara dari sektor pajak. Pemerintah harus mengambil sikap dan melalukan
reformasi perpajakan yang berkelanjutan dalam beberapa bidang, seperti perbaikan sistem
pelayanan dan administrasi perpajakan, pemberian insentif pajak tertentu, pengawasan kepada
wajib pajak terstruktur, pengawasan internal pegawai direktorat jenderal pajak, peningkatan
mutu sumber daya manusia, melakukan sosialisasi aturan perpajakan secara menyeluruh,
peningkatan sistem informasi dan teknologi perpajakan dan lain-lain.

Melalui beberapa upaya peningkatan dan perluasan perpajakan diharapkan dapat
meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri, dimana
sebelumnya belum tergarap oleh pemerintah contohnya baru-baru ini sedang dirumuskan
terkait pajak Warteg. itu merupakan salah satu cara yang sedang diupayakan pemerintah untuk
dapat mengejar penerimaan pajak neraga, hal ini harus didukung oleh situasi sosial ekonomi
dan politik yang stabil sehingga masyarakat dapat dengan sukarela membayar pajaknya.
Program tax amnesty ini adalah program pengampunan pajak yang diluncurkan oleh
pemerintah dimana terdapat 2 periode yaitu tax amnesty jilid I pada tahun 2016 dan tax amnesty
jilid 1I pada tahun 2022. Program ini memberikan sumbangsih cukup besar dalam peningkatan
penerimaan sector perpajakan. Melalui program tax amnesty ini pemerintah memberikan
kesempatan bagi wajib pajak untuk dapat mengungkapkan sendiri secara sukarela harta-harta
yang dimiliki dan belum dilaporkan dalam SPT.

Menteri keuangan ibu Sri Mulyani menginformasikan bahwa jumlah wajib pajak yang
ikut tax amnesty jilid II sebanyak 247.918 wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib
pajak badan, dan penerimaan pajak negara dari program ini sebesar Rp 61.01 triliun. Menteri
keuangan menegaskan bahwa program tax amnesty ini merupakan program terakhir dan
pemerintah tidak akan lagi menggelar program tax amnesty selanjutnya.

Contoh kasus penghindaran pajak adalan perusahaan Toyota Motor Manufacturing
Indonesia. berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diduga PT Toyota
Motor Manufacturing Indonesia telah menerapkan illegal transfer pricing sehingga
mengurangi pajak terutang di Indonesia. Hal itu terungkap dari dugaan pemeriksaan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) PT. Toyota Motor
Manufacturing Indonesia. Ini akan berlangsung dari tahun fiskal 2005 hingga tahun fiskal 2008.

Upaya penghindaran pajak yang lain, yaitu dengan cara meningkatkan beban biaya
salah satunya biaya bunga. Biaya bunga diperoleh dari adanya transaksi pembiayaan yang
dilakukan oleh perusahaan melalui hutang baik jangka panjang mapun jangka pendek sehingga
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menimbulkan beban bunga yang harus di tanggung oleh perusahaan. Dengan adanya beban
bunga ini dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga penghasilan kena pajak
perusahaan mengecil dan selanjutnya nilai setoran pajak penghasilan pun dapat ditekan.
Sebenarnya penggunaan leverage atau hutang tujuannya adalah untuk dapat menambah modal
usaha sehingga usaha nya semakin besar dan diharapka keuntungan semakin besar pula, tetapi
disana akan timbul namanya beban bunga.

Capital instensity adalah gambaran besaran investasi yang dimiliki perusahaan dalam
bentuk asset tetap dan persediaan. Didalam capital intensity terlihat besaran proporsi asset tetap
dari seluruh total asset perusahaan. Proporsi ini dihitung dengan cara membagi asset tetap
perusahaan dengan nilai total asset keseluruhan perusahaan. Hubungan antara capital intensity
dapat di lihat dari biaya penyusutan asset tetap, semakin besar nilai proporsi asset tetap
perusahaan maka beban penyusutan atau depresiasi yang melekat pada set tetap akan
meningkat lebih besar pula. Nilai depresiasi ini dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai
pengurang jumlah keuntungan perusahaan yang menyebabkan nilai penghasilan kena pajak
akan lebih kecil, sehingga perusahaan dapat memimiminalkan pajak yang harus di bayar
kepada negara. Dalam penelitian Grantly Taylor dan Grand Richardson (2013), menyebutkan
bahwa capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Tax Avoidance

Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013) berpendapat bahwa penghindaran pajak secara
hukum didefinisikan sebagai memanipulasi atau memanipulasi pendapatan yang diperoleh
darinya, tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk
mengurangi jumlah pajak yang terutang kepada suatu negara. didefinisikan. Penghindaran
pajak tetap dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan terjadi melalui
pengurangan pajak yang dapat dibenarkan khususnya dengan perencanaan pajak yang
terstruktur oleh perusahaan.

Menurut Pohan (2016), penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang
sah (tidak melanggar hukum) dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan
peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini memanfaatkan kelemahan
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri (gray area rules) untuk
mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara.

Menurut Mardiasmo (2016), pemungutan pajak mengalami banyak kendala dalam
mencapai target anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan pemerintah melalui
departemen pendapatan. Gangguan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: resistensi pasif dan
resistensi aktif. Perlawanan pasif adalah akibat dari keengganan masyarakat untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya secara memadai karena keterbatasan dalam perkembangan
intelektual dan moralnya, adanya sistem perpajakan yang sulit dipahami dan dikelola oleh
masyarakat, dan kerapuhannya. Eksekusi atau implementasi yang tepat dari sistem kontrol
negara tanpa Perlawanan aktif yang terstruktur dan sistematis disampaikan oleh masyarakat
dengan menggunakan trik/teknik yang mencakup segala upaya dan tindakan yang ditujukan
kepada fiskus dalam rangka penghindaran pajak. Jenis resistensi pajak lainnya termasuk
penghindaran pajak, yang berupaya mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang
perpajakan, dan penghindaran pajak, yang berupaya mengurangi pajak tanpa melanggar
undang-undang perpajakan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar
masyarakat saat ini masih enggan untuk dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Tax avoidance dalam penelitian ini diukur dan dihitung dengan menggunakan rumus
Effective Tax Rate (ETR). Pemilihan cara pengukuran dengan Effective Tax Rate (ETR)
karena dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiscal (Chen,
et al, 2015) dan (Lanis dan richardson, 2012). Tarif Pajak Efektif di hitung dengan rumus
sebagai berikut:
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ETR = Behan Pajak
Laha Sehelum Pajak

Sumber : Dyreng et al (2008)

Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance

Ada banyak penelitian yang menggunakan ukuran tata kelola perusahaan yang baik.
Salah satu cara untuk mengukur CG diberikan dalam laporan tahunan kami. Anda juga dapat
memeriksa dengan mengunjungi situs web mereka.

Weight

(% of total Level 1 Maximum
Lewvel 1 seore) Attainable Score
Part A: Rights of Shareholders 25 10 10 points
Part B: Equitable Treatment of Shareholders 18 15 15 points
Part C: Role of Stakeholders by 10 10 peints
Part Dt Disclosune and Transparency 41 25 15 points
Part E: Respansibidities of the Baard 74 40 40 points

Jowrce: ACMF ‘Working Group D Secretariar 2015,

(Asian Development Bank, 2014):
Untuk menentukan jumlah skor yaitu skor level 1:

ACG1L =Ex1xa
n
Keterangan:
ACGi : Skor Asean GC Sorecard perusahaan i.
xxi : Jumlah item score perusahaan i.
n : Jumlah pertanyaan CG Scorecard.
o : Nilai Skor Maksimum

Debt to Asset Ratio (DAR)

leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam mengetahui seberapa jauh
perusahaan dibiaya oleh hutang atau modal. Hutang yang besar akan memberikan keraguan
bagi para investor dalam melakukan investasi modal, karena operasional akan terganggu
dikarenakan biaya atau dana perusahaan digunakan untuk pembayaran hutang. Perusahaan
yang baik adalah perusahaan yang dimana modal perusahaan lebih besar dari hutang
perusahaan. semakin besar modal perusahaan, maka kinerja perusahaan dan efisiensi akan
semakin baik.

Leverage dapat dihitung melalui Debt Ratio. Hutang yang semakin besar memberikan
resiko yang sangat besar bagi perusahaan.

Penggunaan rasio ini dalam penelitian adalah untuk mengetahui seberapa efektif
penggunaan hutang perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional produksi atau dalam
membiaya operasional perusahaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap pembayaran pajak
perusahaan. Dilihat dari teori perhitungan laba rugi perusahaan, perusahaan akan cenderung
melakukan pembelian asset atau mendanai asset melalui hutang, sehingga dapat menimbulkan
bunga atas pokok hutang dimana bunga tidak akan dikoreksi pada saat pelaporan pajak dan
mengurangi nilai keuntungan perusahaan. Rumus dari rasio adalah sebagi berikut:
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Debt to Asset Hatio = Total Kewajihan
Total Harta

Sumber : Fakhruddin (2008)

Capital Intensity

Hubungan antara rasio asset tetap dengan penghindaran pajak dapat dilihat dari
pemanfaatan beban penyusutan atau depresiasi dalam rangka mempekecil jumlah keuntungan
dan nilai setoran pajak kepada negara. Beban penyusutan ini bisa digunakan oleh pihak
perusahaan sebagai pengurang nilai keuntungan dan pengurangan beban pajak dimana nantinya
kinerja perusahaan dinilai meningkat dan tujuan perusahaan akan tercapai melalui
penghematan beban pajak tersebut.

Rumus untuk menghitung Capital Intensity adalah sebagai berikut:

Capited Intensity Ratio = Total Aset Tetap

Total Aset
Sumber : kasmir (2013)
Mekanisme Penerapan Good |
Corporate Governance
Debt to Asset Ratio Tindakan Penghindaran
> Pajak
&
Capital Intensity
L1

Gambar 1. Kerangka Hipotesis
METODE PENELITIAN

Dari proses pengambilan sampel purposive sampling yang dilakukan menghasilkan
sampel yang layak dijadikan sampel penelitian yaitu :
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Daftar Perusahaan Sektor Industi Barang Konsumi
Sub Sektor Makanan dan Minuman
2017 - 2019

No Kode Nama Perusahaan

1 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Thk

2 INDF Indofood Sukses Makmur Thk

3 MYOR | Mayora Indah Thk

4 ULTI Ultra Java Milk Industry and Trading Company Thk
5 GGEM | Gudang Garam Tbk

B HMSP H.M. Sampoerna Thk

7 ELBF Kalbe Farma Thk

8 SIDO Industnn Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

9 TSPC Tempo Scan Pacific Thk

10 KINO Kino Indonesia Thk

11 TCID Mandom Indonesia Thk

12 UNVR | Unilever Indonesia Thk

13 CINT Chitose Internasional Thk

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Parsial (Uji t)
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients = Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) ,733 ,183 4,003 ,000
CGC 1 ,363 214 -,265 -1,692 ,009
DAR 1 ,009 ,050 ,028 177 ,050
Cl 1 ,105 ,066 ,251 1,594 ,020

a. Dependent Variable: ETR 1

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel mekanisme penerapan prinsip-prinsip good
corporate governance secara statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu penghindaran
pajak dengan nilai signifikansi .009 serta variabel DAR secara statistik mempengaruhi
penghindaran pajak dengan nilai signifikansi .050 dan capital intensity berpengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi .020.

Pengaruh GCG terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Dari temuan kami, kami dapat menyimpulkan bahwa variabel GCG memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa uji-t
menunjukkan nilai t-hitung GCG sebesar -1,692 dengan nilai signifikansi 0,009. GCG atau
Tata Kelola Perusahaan sebagai wujud nyata dari aturan manajemen dan arah serta
pengendalian operasi perusahaan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, tanggung
jawab, independensi, dan keadilan kepada semua pemangku kepentingan. Fraser dan Ormiston
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(2008) berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat hutang, semakin besar risiko ekuitas. Dalam
hal kepailitan, kreditur harus dipuaskan di hadapan pemiliknya. Artinya, setiap keputusan
untuk mengambil pinjaman/leverage harus dipertimbangkan dengan matang karena ada risiko
kebangkrutan akibat beban transaksi utang ini. Minnick dan Noga (2010) mencatat dalam
penelitian mereka bahwa menguji hubungan antara tata kelola dan administrasi pajak adalah
pertanyaan yang menarik. Hal ini karena perencanaan pajak merupakan bagian dari peluang
bisnis yang diterapkan manajemen. Oleh karena itu, peran corporate governance dalam
administrasi perpajakan menjadi penting untuk mengukur hasil kinerja perusahaan. Dengan
demikian, peran manajemen dalam mengelola rencana pajak memungkinkan pemahaman yang
lebih baik tentang jangka panjang, jangka panjang, dan jangka pendek. Semakin baik prinsip-
prinsip GCG diterapkan, semakin sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
Temuan penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kristina Minnick dan Tracy Noga,
yang temuannya menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

ari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel DAR berpengaruh besar terhadap
penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari uji-T pada Tabel 4.9. Hal ini menunjukkan nilai
DAR sebesar 0,177 untuk t hitung dan nilai signifikansi sebesar 0,050.

Leverage adalah tambahan modal yang diperoleh dari pihak luar, baik bank maupun
non bank, yang digunakan untuk menghimpun dana guna meningkatkan keuntungan
perusahaan. Namun, leverage ini juga disertai dengan biaya yang terkait dengan transaksi
utang, seperti biaya, biaya notaris, biaya bunga, dan biaya terkait lainnya. Menghitung rasio
leverage juga dapat menunjukkan seberapa besar risiko yang akan diambil perusahaan di masa
depan. Undang-undang perpajakan tidak mengubah keberadaan beban bunga ini untuk tujuan
perpajakan. Sebagaimana dalam Pasal 6 (1)a UU No. 17/2000, ditetapkan bahwa beban bunga
dapat menjadi faktor pengurang pajak.

Di bawah undang-undang ini, ada celah bagi pembayar pajak untuk menggunakan
pinjaman dari bisnis untuk menyalahgunakan peraturan dan meningkatkan hutang mereka dan
menimbulkan beban bunga. Beban bunga ini mengurangi keuntungan perusahaan dan secara
otomatis mengurangi beban pajak jika penghindaran pajak ditentukan pada saat itu. Namun,
pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang pagu utang. Pemerintah menetapkan DER
4:1 sebagai ukuran apakah nilai beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
Namun, jumlah utang di atas rasio 4 tidak boleh dibiayai, sehingga mengurangi perhitungan
pajak (Bambang Brodjonegoro, 2015). Menurut Irfan Fahmi (2012), indikator ini mengukur
seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan modal eksternal. Hal ini menunjukkan peran
leverage yang dapat dijadikan sebagai indikator. Hasil ini sejalan dengan penelitian Elena
Fernandez — Rodriguez dan Antonio Martinez-Arias (2012) yang menunjukkan bahwa debt-to-
asset ratio berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh
signifikan terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan hasil uji-t pada Tabel 4.9, nilai t hitung
intensitas modal adalah 1,594 dengan nilai signifikansi 0,020.

Intensitas modal menggambarkan persentase perusahaan yang menginvestasikan
modalnya dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan. Aktiva tetap perusahaan dapat
mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan untuk penyusutan aktiva tetap perusahaan.
Manajemen dapat menggunakan depresiasi untuk mengurangi keuntungan perusahaan dan
meminimalkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Menurut (Darmadi, 2013), manajemen
menggunakan dana menganggur perusahaan untuk memperoleh aset tetap, menghasilkan
keuntungan dalam bentuk penyusutan dan berfungsi sebagai pengurang pajak. Hasil ini sejalan
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dengan penelitian Grantly Taylor dan Grand Richardson (2013) yang menunjukkan bahwa
intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan corporate
social responsibility, leverage, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan
menggunakan good corporate governance sebagai variabel penghematan pajak. Berdasarkan
data yang dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dan MRA, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut.
Berdasarkan hasil uji-t parsial, dapat disimpulkan bahwa:
a. Mekanisme yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh

signifikan terhadap penghindaran pajak.

b. DAR terhadap penghindaran pajak berpengaruh signifikan.
c. Intensitas modal terhadap penghindaran pajak berpengaruh signifikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa
keterbatasan. Artinya, keterbatasan penelitian ini terdapat dalam laporan GCG, tidak semua
perusahaan mempublikasikan laporan GCG. Uji kepercayaan menunjukkan bahwa nilai r-
kuadrat yang dipasang hanya 7,2%. Artinya, kita perlu menambahkan variabel lain yang tidak
termasuk dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai
berikut.

a. Investor yang hanya melihat Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan juga dapat melihat
Laporan CG Scorecard yang dibuktikan dengan Penilaian CG Scorecard yang dapat
berdampak pada tindakan penghindaran pajak

b. CG Scorecard digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan peringkat CG Scorecard dan
masukan kebijakan masa depan untuk memastikan penggunaan yang tepat oleh investor,
pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan; diharapkan.

¢. Regulator diharapkan memiliki kebijakan tentang CG scorecard di masa mendatang dan harus
mengungkapkan beberapa faktor yang valid dalam indikator scorecard CG ASEAN.
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